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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

dalam penegakan hukum terhadap penambangan batu hias ilegal di 

Desa Tanjung Besar peneliti dapat menarik kesimpulan : 

1. Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penambangan batu hias secara ilegal di Bengkulu Selatan, 

khususnya di Desa Tanjung Besar Belum berjalan secara efektif, 

meskipun aturan tersebut sudah jelas mengatur sanksi pidana 

bagi pelaku penambangan tanpa izin, namun implementasinya di 

lapangan masih menemui banyak kendala, terutama karena 

mayoritas pelaku merupakan masyarakat kecil yang menambang 

karena kebutuhan ekonomi, bukan karena kesengajaan 

melanggar hukum. Upaya penindakan dari pihak kepolisian lebih 

banyak dilakukan secara persuasif melalui pembinaan dan 

peringatan, sementara tindakan hukum tegas hanya diterapkan 

pada kasus pelanggaran yang berulang. Selain itu, kurangnya 

sosialisasi, pendampingan perizinan, dan tidak adanya solusi 

alternatif mata pencaharian membuat masyarakat tetap bertahan 

menambang secara ilegal. Oleh sebab itu, agar UU No. 3 Tahun 

2020 dapat ditegakkan secara efektif, dibutuhkan kolaborasi 

yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan 

instansi terkait untuk menghadirkan pendekatan hukum yang 
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tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berpihak kepada 

kondisi riil masyarakat. 

2. Penegakan hukum terhadap penambangan batu hias secara ilegal 

di Desa Tanjung Besar, jika dilihat dari perspektif Siyasah 

Tanfidziyah, belum mencerminkan pelaksanaan hukum yang 

membawa keadilan („adl) dan kemaslahatan („maslahah) 

secara menyeluruh bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum tidak 

boleh hanya berfokus pada penindakan semata, tetapi harus 

memperhatikan kondisi masyarakat yang terpaksa melanggar 

hukum karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup. Hakikat 

siyasah tanfidziyah adalah menjalankan hukum dengan 

bijaksana, tegas namun adil. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum 

yang ideal adalah yang sejalan dengan prinsip ri’ayah li masalih 

al-ra’iyah (perlindungan terhadap kepentingan rakyat), yaitu 

dengan mengutamakan pembinaan, pendampingan, dan 

pemberdayaan masyarakat agar hukum benar-benar menjadi 

solusi, bukan sekadar alat pemidanaan. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan 

Hidup dan aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkulu 

Selatan, agar lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelaku 

tambang ilegal. Peningkatan patroli, pengawasan berbasis 

teknologi, dan koordinasi antarlembaga sangat diperlukan untuk 

mengefektifkan penegakan hukum.  

2. Kepada masyarakat Desa Tanjung Besar, diharapkan lebih 

sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan memahami 

bahwa aktivitas penambangan tanpa izin adalah bentuk 
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pelanggaran hukum yang berdampak jangka panjang terhadap 

ekosistem dan generasi mendatang dan Kepada Pemerintah 

Pusat, khususnya Kementerian ESDM, agar melakukan 

penyederhanaan dan percepatan dalam proses perizinan bagi 

masyarakat yang ingin melakukan usaha pertambangan secara 

legal. Hal ini dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk 

menambang secara ilegal. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, 

negara harus memperkuat peran eksekutif dalam melaksanakan 

hukum, tidak hanya melalui represif (hukuman), tetapi juga 

edukatif (penyuluhan) dan persuasif (dialog bersama 

masyarakat). Prinsip keadilan, perlindungan hak milik umum, 

dan pencegahan kerusakan alam harus menjadi pijakan utama 

dalam menyusun kebijakan pertambangan. 
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